
”Kami mengajak seluruh pihak un-

tuk turut mengadvokasi, mengedukasi,

menarasikan, dan membangun persep-

si yang benar di masyarakat mengenai

muatan RUU PKS, sehingga RUU ini

mendapatkan dukungan dari segala

lapisan masyarakat dan dapat segera

disahkan,” ungkap Menteri Bintang

saat membuka acara Rakornas dan

Deklarasi Dukungan Asosiasi Pusat

Studi Wanita/Gender dan Anak

Indonesia (ASWGI), terhadap Kebijak-

an Pengarusutamaan Kesetaraan,

Keadilan Gender dan Perlindungan

Anak secara virtual, kemarin.  

Memiliki Kerentanan

Menteri Bintang menambahkan,

pandemi Covid-19 telah menghambat

bahkan memperburuk seluruh agenda

pembangunan berkelanjutan, serta

berdampak masif bagi perempuan dan

anak yang memiliki kerentanan ganda,

terutama mereka yang berasal dari

keluarga prasejahtera, penyandang

disabilitas, penyintas kekerasan, dan

lainnya.

Berbagai permasalahan yang ditim-

bulkan Covid-19, sangat berkaitan erat

dengan 5 (lima) program prioritas Ke-

men PPPA, yaitu peningkatan pember-

dayaan perempuan dalam kewira-

usahaan yang berperspektif gender; pe-

ningkatan peran ibu dan keluarga da-

lam pendidikan/pengasuhan anak; pe-

nurunan kekerasan terhadap perem-

puan dan anak; penurunan pekerja

anak; dan pencegahan perkawinan

anak.

”Kemen PPPA berkomitmen dalam

penyelesaian 5 prioritas dengan

memastikan perempuan dan anak

mendapatkan kebutuhan dan hak-hak

dasarnya di masa pandemi, serta mem-

perkuat jaringan hingga tingkat akar

rumput dengan menggandeng perem-

puan dan anak sebagai advokat terbaik

bagi kelompoknya,” ujar Menteri

Bintang.

Lebih lanjut, Menteri Bintang mene-

gaskan bahwa pemerintah tentunya ti-

dak dapat bekerja sendiri. ”Dengan

kompleksitas masalah yang terjadi,

sinergi multipihak menjadi kunci pe-

nyelesaiannya. Kita harus bersatu,

berjuang melalui disiplin kolektif dan

gotong royong untuk melawan pande-

mi ini,” pungkas Menteri Bintang.

Peran Startegis

Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin meng-

ungkapkan peran ASWGI sangat

strategis. ”Kekuatan pusat studi ini sa-

ngat luar biasa. Banyak pembelajaran

yang sangat relevan terkait hasil ka-

jian analisis gender, yang dapat menja-

di masukan bagi regulasi kita, agar da-

pat menyempurnakan regulasi sebe-

lumnya,” jelas Lenny.

Lenny juga meminta dukungan

ASWGI dalam membahas upaya terse-

but dengan berbagai pihak di daerah

masing-masing.  

Deklarasi Dukungan

Ketua Umum ASWGI, Emy Susanti

mendeklarasikan dukungan ASWGI

kepada Kemen PPPA, Kemendikbud,

dan DPR RI terkait beberapa hal, di an-

taranya yaitu mengawal RUU-PKS di

Indonesia agar segera disahkan menja-

di UU-PKS; serta mengawal terbitnya

Peraturan Menteri tentang Pence-

gahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Pendidikan Tinggi.

Dukungan tersebut nantinya akan

ditindaklanjuti ASWGI melalui imple-

mentasi program ëMerdeka Belajar

Kampus Merdekaí dari segala bentuk

kekerasan, melalui karya penelitian,

pengabdian masyarakat, dan pub-

likasi.

Sementara itu, Inspektur Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudaya-

an, Riset dan Teknologi (Kemendik-

bud), Chatarina Muliana mengungkap-

kan kasus-kasus kekerasan yang terja-

di di bidang pendidikan, banyak diala-

mi perempuan sebagai korban. ”Kami

sedang menyiapkan Peraturan Men-

teri tentang Pencegahan dan Pena-

nganan Kekerasan Seksual di Pendi-

dikan Tinggi. Merdeka dalam sekolah

dapat terwujud jika lingkungan satuan

pendidikan jauh dari kekerasan dan

diskriminasi,” tutup Chatarina. (Ati)-f
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Perlu Sinergi untuk Turunkan Kekerasan

KR-Rini Suryati

Menteri Bintang saat mengunjungi anak yang kehilangan orang-

tua akibat Covid-19.

M
ENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung-
an Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan
pentingnya sinergi seluruh pihak, khususnya keterli-

batan Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak di seluruh perguru-
an tinggi Indonesia, untuk mewujudkan kesetaraan gender dan
mempercepat penurunan kekerasan terhadap perempuan dan
anak, dengan mendukung proses pengesahan Rancangan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS).

Tanya:
Saya seorang istri dengan 2 orang anak .Kami

menikah di KUA . Awal pernikahan kami bahagia
namun setelah 12 tahun, suasana rumah tangga
seperti dalam neraka saja .Suami suka marah ma-
rah dan berkata kata kasar, kalau tidak dituruti ke-
mauannya. Bahkan pernah beberapa kali  memu-
kul saya gara gara masalah yang sepele. Apalagi
sekarang punya WIL, hati saya semakin hancur
dan ingin cerai saja. Bila saya pergi  dan apabila
telah  bercerai,  bisakah  saya   menuntut harta
gono gini berupa rumah dan tanah,kendaraan? 

Rima Sleman

Jawab:
Harta gono gini adalah harta benda yang di-

hasilkan oleh suami istri selama dalam  perkawinan
mereka, Perkawinan  yang sah menurut UU no 1
tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta
gono gini  dilaksanakan biasanya diajukan setelah
adanya putusan cerai.Dalam pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup,
masing masing berhak seperdua dari harta gono
gini, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjan-
jian perkawinan. 

Pertanyaan anda apakah bisa menuntut harta
gono setelah pergi dari rumah  dan cerai, jawabnya
adalah sangat bisa. Ini  karena  suami tidak bisa
memindah tangankan harta gono gini, tanpa perse-
tujuan anda sebagai istri. Pembagian harta gono
gini, sebaiknya dengan kesepakatan bersama de-
ngan suami secara adil, agar tidak menimbulkan
masalah. Namun apabila tidak ada kesepakatan,
maka  permohonan gono gini  diajukan ke
Pengadilan Agama setempat. Permohonan gono
gini,  harus disertai bukti bukti dan saksi saksi, yang
tahu masalah harta gono gini tersebut. Demikian
jawaban kami , semoga bermanfaat . ❑ - f
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Tanya:

Dokter, mohon info soal penghitungan HPL

(Hari Perkiraan Lahir) bagaimana cara menghi-

tungnya. Mohon diberikan contoh.

Faktor apa saja ya yang membuat bayi lahir

lebih cepat. Apakah bayi lahir lambat melampaui

HPL,bisa jadi salah hitung atau sebab lainnya?. 

Sundari,Sleman

Jawab:

Terima kasih Sundari atas pertanyaannya.

Secara umum seorang ibu hamil akan

menanyakan kira-kira bayi nya akan lahir kapan

merupakan pertanyaan yang sering di jumpai.

Untuk mengetahui tanggal kelahiran merupakan

salah satu yang digunakan ibu untuk memper-

siapkan diri baik lahir maupun batin. 

Secara medis, kehamilan dikatakan cukup bu-

lan apabila kelahiran antara 37 sampai 42 ming-

gu. Bila telah lebih dari 42 minggu, fungsi plasen-

ta (ari-ari) yang mengalirkan darah dan nutrisi ke

janin telah menurun. Akibatnya, janin berisiko

mengalami  (kekurangan oksigen), yang kemudi-

an dapat memicu kegawatan pada janin. Kela-

hiran yang telah melewati waktunya biasanya

dikarenakan kehamilan pertama, ibu mengalami

obesitas atau terjadi masalah di plasenta

Persalinan dianggap premature/ kurang bulan,

ketika seorang ibu hamil melahirkan di usia ke-

hamilan 37 minggu atau kurang dari itu bisa dise-

babkan karena gaya hidup maupun infeksi, serta

penyebab lain misalnya karena kembar.

Berikut beberapa cara yang sering digunakan

untuk menghitung perkiraan lahir bayi:

a. Jika siklus menstruasi 28 hari dan teratur

a) Menggunakan perhitungan berdasarkan

hari pertama menstruasi terakhir (HPHT) . Cara

ini, membutuhkan perhitungan sederhana, yakni

tambahkan 7 dari hari pertama menstruasi ter-

akhir, lalu kurangi 3 bulan. Sebagai contoh,

HPHT tanggal 12 Mei 2021: Tambahkan 7 hari

(19 Mei 2021) Kurangi 3 bulan (19 Februari 2021)

Tambahkan 1 tahun, bila perlu (19 Februari 2022)

b. Menggunakan pregnancy wheel, Metode ini

membutuhkan alat bantu yang disebut dengan

pregnancy wheel. Umumnya, bisa mendapatkan-

nya di apotek, di bidan, di klinik dokter kebidanan,

atau di rumah sakit.

Demikan penjelasan kami dan semoga

bermanfaat. Salam. ❑ - f

Mengetahui HPL

Bagi yang ingin mengajukan perta-
nyaan mengenai masalah hukum dan
kesehatan reproduksi bisa mengirim ke
e-mail: keluargakr@gmail.com


